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1.1. Latar Belakang 
Semua bangsa di dunia memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai tidak 
terkecuali bangsa Indonesia. Tujuan Negara Republik Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan 
masyarakat adil, makmur, dan merata, tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan 
melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah 
berkesinambungan, dan berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan 
pembangunan nasional itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Sesuai dengan 
prinsip kemandirian maka dana tersebut sedapat mungkin digali dari sumber 
kemampuan sendiri. Seperti halnya negara-negara lain, pajak merupakan alternatif 
sumber pembiayaan yang terbukti dapat diandalkan. Oleh Direktorat Jenderal 
Pajak yang merupakan lembaga yang berwenang memungut pajak juga 
menjunjung prinsip tersebut, hal ini tercermin dari salah satu misinya yang diatur 
dalam KEP-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat 
Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, yaitu “Menghimpun 
penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian 
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” Salah satu jenis pajak 
itu adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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PBB merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Yang 
menjadi subjek pajak dalam hal pengenaan PBB adalah setiap orang yang 
menguasai, memiliki, dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. 
Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak menetapkan siapa saja yang menjadi wajib 
pajak. Setiap orang yang menjadi wajib pajak harus membayar PBB terutang yang 
telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana jenis pajak lainnya merupakan 
salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam 
menunjang kelancaran pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang No 
12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 
1994 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Sedangkan di dalam 
pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang No 12 Tahun 1994 disebutkan bahwa yang menjadi 
subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 
Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional 
melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan 
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diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan 
mudah untuk dipahami oleh masyarakat. 
Untuk dapat meningkatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam 
rangka menunjang penerimaan negara dari sektor pajak, diperlukan jalinan 
kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat perpajakan. Masyarakat 
dituntut untuk secara sadar melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Sedangkan aparat perpajakan diminta agar senantiasa 
dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat seperti 
memberikan kemudahan dalam pelayanan perpajakan, meningkatkan kecepatan 
pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat secara tepat dan akurat. 
Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi 
kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan 
pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan 
mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Kegiatan ekstensifikasi merupakan 
kegiatan memperluas cakupan pajak dengan penambahan jumlah objek pajak 
Bumi dan Bangunan. Kegiatan pendataan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan 
ekstensifikasi objek pajak bumi dan bangunan. Pada Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama, kegiatan ekstensifikasi objek PBB dilakukan oleh Sie 
Ekstensifikasi Perpajakan.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
judul “PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI OBJEK PAJAK 
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BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) 
PRATAMA KEDIRI.” 
 
1.2. Penjelasan Judul 
Agar tidak terjadi salah tafsir terhadap judul dalam tugas akhir, maka 
penyusun akan memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tersebut. 
Kegiatan Ekstensifikasi: 
Kegiatan memperluas cakupan pajak dengan penambahan jumlah objek 
pajak. Kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara pemberian Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Pokok Objek Pajak (NPOP). 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): 
Bumi dan/atau bangunan yang dikenai pajak sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PBB. 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri: 
Tempat di mana penulis melakukan penelitian Tugas Akhir, yaitu unit 
kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak untuk 
wilayah kota Kediri. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan 
ekstensifikasi objek PBB, maka dalam pembahasan ini dibatasi pada masalah-
masalah yakni:  
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1. Bagaimana kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama 
Kediri? 
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam kegiatan 
Ekstensifikasi Objek PBB pada KPP Pratama Kediri? 
 
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.4.1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi objek PBB pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. 
2. Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi 
objek PBB pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri dan 
upaya-upaya untuk mengatasinya.  
1.4.2. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Untuk menerapkan teori yang telah diterima dalam proses perkuliahan 
serta digunakan untuk membandingkan di dalam dunia kerja, terutama 
yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
2. Bagi Perusahaan 
Diharapkan dapat memberi masukan berkaitan dengan pelaksanaan 





3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 
Menambah hubungan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Kediri dalam bidang pendidikan dan menambah 
perbendaharaan perpustakaan. 
 
1.5.  Metode Penelitian 
Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai 
kegiatan ekstensifikasi objek pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Sie 
Ekstensifikasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. 
 
1.6.  Ruang Lingkup Penelitian 
Agar tidak terjadi salah penafsiran berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini, 
maka lingkup pembahasan dibatasi sebagai berikut: 
1. Objek yang diteliti dibatasi pada kegiatan ekstensifikasi objek Pajak 
Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Sie Ekstensifikasi 
Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri. 
2. Subyek pajak dalam penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi. 
3. Penelitian diadakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri 








1.7. Prosedur Pengumpulan Data 
1. Metode Interview 
Pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung 
dengan pegawai bagian eksten yang berkaitan langsung dengan obyek 
yang diteliti. 
2. Metode Data Sekunder 
Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan buku-
buku yang terkait yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Kediri. 
